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ABSTRAK 

 Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri h 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah.  

KEDUDUKAN KEUANGANG DPRD. PERUBAHAN KETIGA 

 Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 

2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP 

No.53 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Tahun 2004 , 

Perda Kepri No.1 Tahun 2005 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  23 Agustus 2007 - Penjelasan :  hlm. 

 

CATATAN :  

Perauran ini mengatur tentang : Ketentuan Pasal 1 angka 6a dan angka 6b, Ketentuan Pasal 2 A ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 6 

diubah, menjadi 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Ketentuan Pasal 6A diubah, Ketentuan Pasal 6C, Ketentuan Pasal 6C dan 

Pasal 7 disipkan 3 Pasal yaitu Pasal 6D, 6E dan 6F, Ketentuan Pasal 7 Diubah, Ketentuan Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), Ketentuan Bagian Kedua Pasal 15 diubah menjadi 5 (lima) ayat, Ketentuan Diantara Bagian 

Kedua Pasal 15 dan bagian Ketiga Pasal 16 disisipkan I (satu) Bagian dan I (satu) Pasal yaitu Bagian Kedua A dan Pasal 15 A, Diantara 

ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan I ( satu) I ayat, yakni ayat (3a) dan Ketentuan Pasal 17 ayat(4) diubah pada Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Penuakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bintan 

  


